
BERITANEGARA

REPUBLIKINDONESIA

PERATURANKEJAKSAANREPUBLIK

INDONESIA

NOMOR10TAHUN2019

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURAN

JAKSAAGUNG

NOMOR:PER-002/A/JA/05/2017

TENTANG

PELELANGANDANPENJUALAN

LANGSUNGBENDASITAANATAU

BARANGRAMPASANNEGARAATAU

BENDASITAEKSEKUSI

DENGANRAHMATTUHANYANG

MAHAESA

JAKSAAGUNGREPUBLIK

INDONESIA,

Menimbang:a. bahwadengan

adanya

perubahan

organisasidan

tatakerja

Kejaksaan



Republik

Indonesia

sebagaimana

diaturdalam

PeraturanJaksa

AgungNomor

PER-

006/A/JA/07/20

17tentang

Organisasidan

TataKerja

Kejaksaan

Republik

Indonesiaserta

untuk

memberikan

kepastianhukum

dan

keseragaman

terkaittugasdan

fungsiSeksi

Pengelolaan

BarangBuktidan

Barang

Rampasan,perlu

mengubah

PeraturanJaksa

AgungNomor

PER-

002/A/JA/05/20

17tentang

Pelelangandan

Penjualan

LangsungBenda

Sitaanatau

Barang

Rampasan

Negaraatau

BendaSita

Eksekusi;



b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksuddalam

hurufa,perlu

menetapkan

Peraturan

Kejaksaan

tentang

Perubahanatas

PeraturanJaksa

AgungNomor

PER-

002/A/JA/05/20

17tentang

Pelelangandan

Penjualan

LangsungBenda

Sitaanatau

Barang

Rampasan

Negaraatau

BendaSita

Eksekusi;

Mengingat: 1. Undang-Undang

Nomor16Tahun

2004tentang

Kejaksaan

Republik

Indonesia

(Lembaran

NegaraRepublik

IndonesiaTahun

2004Nomor67,

Tambahan

Lembaran

NegaraRepublik



IndonesiaNomor

4401);

2. Peraturan

Pemerintah

Nomor11

Tahun1947

tentang

Mengurus

BarangBarang

yangdirampas

danBarang

Barang Bukti

sebagaimana

telah diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah

Nomor43

Tahun1948

tentang

Mengadakan

Perubahan

dalam Peraturan

Pemerintah

Nomor11Tahun

1947dariHal

BarangBarang

yangdirampas

atasKekuatan

Putusan

Pengadilan,serta

BarangBarang

Buktiyangtidak

diambiloleh

yangBerhak;

3. Peraturan

PresidenNomor

38Tahun2010

tentang



Organisasidan

TataKerja

Kejaksaan

Republik

Indonesia

sebagaimana

telahdiubah

dengan

Peraturan

PresidenNomor

29Tahun2016

tentang

Perubahanatas

Peraturan

PresidenNomor

38Tahun2010

tentang

Organisasidan

TataKerja

Kejaksaan

Republik

Indonesia

(Lembaran

NegaraRepublik

IndonesiaTahun

2016Nomor65);

4. PeraturanJaksa

AgungNomor

PER-

002/A/JA/05/20

17tentang

Pelelangandan

Penjualan

LangsungBenda

Sitaanatau

Barang

Rampasan

Negaraatau

BendaSita

Eksekusi(Berita

NegaraRepublik



IndonesiaTahun

2017Nomor

751);

5. PeraturanJaksa

AgungNomor

PER-

006/A/JA/07/20

17tentang

Organisasidan

TataKerja

Kejaksaan

Republik

Indonesia(Berita

NegaraRepublik

IndonesiaTahun

2017Nomor

1069)

sebagaimana

telahdiubah

dengan

Peraturan

Kejaksaan

Nomor6Tahun

2019tentang

Perubahanatas

PeraturanJaksa

AgungNomor

PER-

006/A/JA/07/20

17tentang

Organisasidan

TataKerja

Kejaksaan

Republik

Indonesia(Berita

NegaraRepublik

IndonesiaTahun

2019Nomor

1094).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

KEJAKSAAN

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN

JAKSAAGUNG

NOMORper-

002/A/JA/05/20

17TENTANG

PELELANGAN

DAN

PENJUALAN

LANGSUNG

BENDASITAAN

ATAUBARANG

RAMPASAN

NEGARAATAU

BENDASITA

EKSEKUSI

Pasal1

Beberapaketentuandalam Peraturan

JaksaAgungNomorPER-

002/A/JA/05/2017tentang

PelelangandanPenjualanLangsung

BendaSitaanAtauBarang

RampasanNegaraAtauBendaSita

Eksekusi(BeritaNegaraRepublik

IndonesiaTahun2017Nomor751)

diubahsebagaiberikut:

1. Ketentuanayat(5)Pasal3

diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:



Pasal3

(1) Pengembalianbenda

sitaansebagaimana

dimaksuddalam Pasal2

dilaksanakandengan

mengirimkanpanggilan

kepadapemilikatauyang

berhakatasbendasitaan

untukmengambilbenda

sitaandiKantor

KejaksaanNegeriatau

CabangKejaksaanNegeri,

tempatbendasitaan

tersebutberada,atau

dapatdiantarlangsung

kepadapemiliknyaatau

yangberhak.

(2) Dalam halpemilikatau

yangberhakatasbenda

sitaantidakditemukan

alamatatau

keberadaannya,Jaksa

Eksekutordalam waktu

palinglama30(tiga

puluh)harisejaktanggal

pengirimanpanggilan

sebagaimanadimaksud

padaayat(1),

mengumumkan

pengembalianbenda

sitaantersebutdiKantor

Kecamatanatau

KelurahanatauDesa

tempattinggalterakhir

pemilikatauyangberhak

atasbendasitaan,sertadi

PengadilanNegeriyang

memutusperkara

dan/ataumelaluimedia

massa.



(3) Dalam waktu30(tiga

puluh)harisejak

pengumuman

pengembalianbenda

sitaan,pemilikatauyang

berhakatasbendasitaan

tidakdatangmakaJaksa

Eksekutormengumumkan

kembalipengembalian

bendasitaan.

(4) Setelahmelewatijangka

waktusebagaimana

dimaksudpadaayat(3),

pemilikatauyangberhak

atasbendasitaantidak

mengeambilbendasitaan,

JaksaEksekutor

melaporkansecara

tertuliskepadaKepala

KejaksaanNegeriuntuk

memperolehpenetapan

statusbendasitaan.

(5) Dalam halKepala

KejaksaanNegeri

menetapakanbenda

sitaansebagaimana

dimaksudpadaayat(1)

dilelang,SatuanKerja

Teknismenyerahkan

bendasitaankepada

SeksiPengelolaanBarang

BuktidanBarang

Rampasanuntuk

dilakukanpelelangan.

2. Ketentuanayat(4)Pasal4

diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:

Pasal4



(1) KepalaKejaksaanNegeri

secaratertulis

menetapkanstatusbenda

sitaanyangtidakdiambil

pemilikatauyangberhak

untukdilelangmelalui

KantorLelangNegara,

yanghasilnyadisetorkan

keKasNegarasebagai

PNBPKejaksaansesuai

ketentuanperaturan

perundang-undangan.

(2) Pelelangansebagaimana

dimaksudpadaayat(1)

dilakukandengan

didasarkankepada

PenetapanKepala

KejaksaanNegeridan

PutusanPengadilan.

(3) Dalam halbendasitaan

sebagaimanadimaksud

padaayat(1)berdasarkan

hasilpenilaianpejabat

yangberwenang,sudah

tidakmemilikinilai

ekonomis,makaKepala

KejaksaanNegerisetelah

memperolehijindari

JaksaAgungMuda

Pembinaancq.Kepala

PPA,menetapkanbenda

sitaantersebutuntuk

dimusnahkan.

(4) Pemusnahan

sebagaimanadimaksud

padaayat(3),dilakukan

olehSatuanKerjaTeknis

bersamaSeksi

PengelolaanBarangBukti

danBarangRampasan



yangdituangkandalam

BeritaAcara.

(5) Setelahdilakukan

pemusnahan

sebagaimanadimaksud

padaayat(4),benda

sitaandihapusdaridaftar

bendasitaanKejaksaan.

3. Ketentuanayat(6)Pasal7

diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:

Pasal7

(1) Hakpemilikatauyang

berhakatasbendasitaan

untukmenerimabenda

sitaangugursejakyang

bersangkutanmenolak

menerimapengembalian

bendasitaandariJaksa

Eksekutor.

(2) Terhadapbendasitaan

yangpengembaliannya

ditolakolehpemilikatau

yangberhak,Jaksa

Eksekutormelaporkan

secaratertuliskepada

KepalaKejaksaanNegeri

untukmemperoleh

penetapanstatusbenda

sitaan.

(3) KepalaKejaksaanNegeri

secaratertulis

menetapkanstatusbenda



sitaanyangditolak

penerimaannyaoleh

pemilikatauyangberhak

untukdilelangmelalui

KantorLelangNegara,

yanghasilnyadisetorkan

kekasnegarasebagai

PNBPKejaksaansesuai

ketentuanperaturan

perundang-undangan.

(4) Pelelangansebagaimana

dimaksudpadaayat(3)

dilakukandengan

didasarkanpada

PenetapanKepala

KejaksaanNegeridan

BeritaAcaraPenolakan

BendaSitaan.

(5) Dalam halbendasitaan

sebagaimanadimaksud

padaayat(1)berdasarkan

hasilpenilaianpejabat

yangberwenang,sudah

tidakmemilikinilai

ekonomis,makaKepala

KejaksaanNegerisetelah

memperolehijindari

JaksaAgungMuda

Pembinaancq.Kepala

PPA,menetapkanbenda

sitaantersebutuntuk

dimusnahkan.

(6) Pemusnahan

sebagaimanadimaksud

padaayat(5),dilakukan

olehSatuanKerjaTeknis

bersamadenganSeksi

PengelolaanBarangBukti

danBarangRampasan

yangdituangkandalam

BeritaAcara.



(7) Setelahdilakukan

pemusnahan

sebagaimanadimaksud

padaayat(6),benda

sitaandihapusdaridaftar

bendasitaanKejaksaan.

4. Ketentuanayat(2)danayat(5)

Pasal10diubah,sehingga

berbunyisebagaiberikut:

Pasal10

(1) Dalam waktu14(empat

belas)harisesudahbenda

sitaandiumumkan,tidak

adapihakyang

mengajukanpermintaan

pengembalianatasbenda

sitaan,KepalaKejaksaan

Negerimenetapkanstatus

bendasitaan.

(2) Dalam halKepala

KejaksaanNegeri

menetapkanbendasitaan

sebagaimanadimaksud

padaayat(1)dilelang,

SatuanKerjaTeknis

menyerahkanbenda

sitaankepadaSeksi

PengelolaanBarangBukti

danBarangRampasan

untukdilakukan

pelelangan.

(3) Pelelanganbendasitaan

sebagaimanadimaksud

padaayat(2)dilakukan

denganmelampirkan

PenetapanKepala

KejaksaanNegeri,SPTJM,



BeritaAcaraHasil

PencarianBerkasPerkara

danhasilpenilaiandari

KPKNL,KJPP,atau

Pejabatyangberwenang

lainnya.

(4) Dalam halbendasitaan

sebagaimanadimaksud

padaayat(3)berdasarkan

hasilpenilaianpejabat

yangberwenang,sudah

tidakmemilikinilai

ekonomismakaKepala

KejaksaanNegerisetelah

memperolehijindari

JaksaAgungMuda

Pembinaancq.Kepala

PPA,menetapkanbenda

sitaanuntuk

dimusnahkan.

(5) Pemusnahan

sebagaimanadimaksud

padaayat(4)

dilaksanakanolehSatuan

KerjaTeknisbersama

denganSeksiPengelolaan

BarangBuktidanBarang

Rampasanyang

dituangkandalam Berita

Acara.

5. KetentuanPasal12diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal12

Dalam waktu14(empatbelas)

harisetelahputusanpengadilan

diterima,BarangRampasan

Negarawajibdiserahkanoleh

SatuanKerjaTekniskepada



SeksiPengelolaanBarangBukti

danBarangRampasanuntuk

dilakukanpenyelesaian.

6. KetentuanPasal14diubah,

sehinggaberbunyisebagai

berikut:

Pasal14

PelelanganBarangRampasan

Negarayangdokumen

penangananperkaranyatidak

dapatdiketemukanatautidak

lengkap,dilakukanolehSeksi

PengelolaanBarangBuktidan

BarangRampasanatauPusat

PemulihanAsetmelaluiKantor

LelangNegaraberdasarkan

PutusanPengadilandan

SPTJM.

7. Ketentuanayat(2)Pasal16

diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:

Pasal16

(1) Dalam halterhadap

barangrampasannegara

sebagaidimaksuddalam

Pasal15,akandilakukan

penyelesaiandengancara

dilelang,Putusan

Pengadilan,SuratPerintah

danBeritaAcara

Penyitaanterhadap

sertifikat,sertaSurat

PerintahdanBeritaAcara

SitaEksekusiterhadap



tanahataubangunan,

dijadikandasaruntuk

melakukanpelelangan

terhadapsertifikatatau

surattanahbesertatanah,

bangunan,atautanam

tumbuhdiatasnya.

(2) Pelelangansebagaimana

dimaksudpadaayat(1)

dilakukanolehPusat

PemulihanAsetatau

SeksiPengelolaanBarang

BuktidanBarang

RampasanmelaluiKantor

LelangNegara.

8. Ketentuanayat(3)Pasal17

diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:

Pasal17

(1) Dalam halputusan

pengadilanmenyatakan

tanahataubangunan

dirampasuntuknegara,

JaksaEksekutoratau

JaksaPemulihanAset

segeramelakukan

pengamananadministrasi

terhadaptanahatau

bangunandengan

melakukanpemblokiran

sertifikatkeKantor

Pertanahanatauuntuk

tanahyangbelum

terdaftarataubelum

bersertifikatdilakukan

pemblokirankeKantor

KelurahanatauDesa

setempat.



(2) PenyelesaianBarang

RampasanNegaraberupa

tanahdanbangunan

dapatdilakukandengan

caradilelang,ditetapkan

statuspenggunaanatau

dihibahkansesuai

ketentuanperaturan

perundang-undangan.

(3) PelelanganBarang

RampasanNegaraberupa

tanahataubangunan

dilakukanolehPusat

PemulihanAsetatau

SeksiPengelolaanBarang

BuktidanBarang

RampasanmelaluiKantor

LelangNegaradimana

barangrampasanberada,

dengansetidaknya

didasarkanpadaputusan

ataupenetapan

pengadilan,suratperintah

danberitaacarapenyitaan

terhadaptanahatau

bangunantersebut.

(4) Untukkepentingan

pelelangantanahdan

bangunanyangdirampas

untuknegaratetapisudah

tidakditemukanlagi

putusanataupenetapan

pengadilan,suratperintah

danberitaacarapenyitaan

terhadaptanahatau

bangunan,dibuatkan

SPTJM sebagaidokumen

pengganti.



9. Ketentuanayat(3)Pasal19

diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:

Pasal19

(1) Dalam halterdapat

perbedaandatabarang

rampasannegaradalam

putusanpengadilan

dengansuratperintah

penyitaanatauberita

acarapenyitaanataufisik

barangrampasan,

dibuatkanSurat

KeteranganKepala

KejaksaanNegeri,yang

menerangkanbahwa

barangrampasannegara

sebagaimanadimaksud

dalam putusan,surat

perintahatauberitaacara

penyitaanadalah

sebagaimanayang

dimaksudkandalam Surat

Keterangan.

(2) AtasdasarSurat

Keterangansebagaimana

tersebutpadaayat(1),

untukkepentingan

pelelangan,Kepala

KejaksaanNegeri

membuatSPTJM.

(3) Pelelanganterhadap

barangrampasan

sebagaimanayang

dimaksudpadaayat(2)

dilakukanolehPusat

PemulihanAsetatau

SeksiPengelolaanBarang

BuktidanBarang



RampasanmelaluiKantor

LelangNegaradengan

berdasarkanPutusan

Pengadilan,SuratPerintah

danBeritaAcara

Penyitaan,sertaSPTJM

danSuratKeterangan

KepalaKejaksaanNegeri.

10. Ketentuanayat(5)Pasal23

diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:

Pasal23

(1) Dalam halputusan

pengadilanmenjatuhkan

hukumanantaralainuntuk

membayardendaatau

uangpengganti,

pembayaranatasdenda

atauuangpengganti

berasaldariasetterpidana

yangtidaktermasuk

barangrampasannegara.

(2) Berdasarkanputusan

pengadilanyang

membebaniterpidana

untukmembayaruang

penggantisebagaimana

dimaksudayat(1),Kepala

PPAdan/atauKepala

KejaksaanNegeri

menerbitkanSurat

PerintahSitaEksekusi

terhadapasetterpidana,

keluargaterpidanaatau

perusahaanterpidana,

yangakandilelanguntuk

membayardendaatau

uangpenggantitersebut.



(3) AtasdasarSuratPerintah

SitaEksekusidariKepala

PusatPemulihanAset

atauKepalaKejaksaan

Negeri,JaksaPemulihan

AsetatauJaksa

Eksekutormelakukan

penyitaanterhadapaset

terpidanaataukeluarga

terpidana,asetterkait

terpidanaataukorporasi

terkaitterpidana,yang

dituangkandalam Berita

AcaraSitaEksekusiyang

dibuatdanditandatangani

olehJaksaPemulihan

AsetatauJaksa

Eksekutor.

(4) Pelelanganasetuntuk

pembayarandendaatau

uangpenggantidilakukan

olehJaksaPemulihan

AsetmelaluiKantor

LelangNegaradengan

melampirkanPutusan

Pengadilan,SuratPerintah

danBeritaAcaraSita

Eksekusiterhadapaset

yangakandilelanguntuk

pembayarandendaatau

uangpengganti.

(5) Dalam halpenyitaan

sebagaimanadimaksud

ayat(3)dilakukanoleh

JaksaEksekutor,setelah

dilakukanpenyitaan,

JaksaEksekutor

menyerahkanbenda

sitaantersebutkepada

SeksiPengelolaanBarang

BuktidanBarang



Rampasanuntuk

dilakukanpelelangan.

11. Ketentuanayat(2)danayat(3)

Pasal24diubah,sehingga

berbunyisebagaiberikut:

Pasal24

(1) Terhadapbendasitaan

ataubarangbuktiyang

tidakdiambiloleh

pemiliknyadan/atau

barangrampasannegara

dengannilaitaksirantidak

lebihdariRp.35.000.000,-

(tigapuluhlimajuta

rupiah)dapatdilakukan

penjualansecara

langsungolehPusat

PemulihanAsetatau

KejaksaanNegeri,tanpa

melaluiKantorLelang

Negara.

(2) Penjualansecara

langsungbendasitaan

ataubarangrampasan

negarasebagaimana

dimaksudayat(1),

didasarkanpada

penetapanKepala

KejaksaanNegeridan

hanyadapatdilakukan

terhadapbendasitaan

ataubarangrampasan

negarayangpenilaian

hargawajardilakukan

olehKPKNLataupihak

berwenanglainsesuai

denganketentuan



peraturanperundang-

undangan.

(3) Penjualanbendasitaan

dan/ataubarang

rampasansebagaimana

dimaksudpadaayat(1)

dilakukanJaksa

PemulihanAsetyang

ditunjukolehKepalaPPA,

atauSeksiPengelolaan

BarangBuktidanBarang

Rampasanpada

KejaksaanNegeri,di

hadapan2(dua)orang

saksiyangterdiridari

KepalaSeksiPidana

Umum atauPidana

Khususyangmenangani

bendasitaandan/atau

barangrampasannegara

danpihakatauperwakilan

dariInstansiyangterkait

denganbendasitaan

dan/ataubarang

rampasandimaksud.

(4) Dalam halbendasitaan

dan/ataubarang

rampasannegarapada

ayat(1)berupakendaraan

bermotor,Penetapan

KepalaKejaksaanNegeri,

beritaacarapenjualan

bendasitaandan/atau

barangrampasannegara

tersebutsertahasil

penilaianKPKNLmenjadi

penggantirisalahlelang

yangdigunakanuntuk

prosesregistrasi

pendaftarankendaraan



bermotordiKantor

Kepolisiansetempat.

PasalII

PeraturanKejaksaaninimulai

berlakupadatanggal

diundangkan.

Agarsetiaporang

mengetahuinya,

memerintahkanpengundangan

PeraturanKejaksaaninidengan

penempatannyadalam Berita

NegaraRepublikIndonesia.

Ditetapka

ndi

Jakarta

pada

tanggal

28

November

2019

JAKSA

AGUNG

REPUBLIK

INDONESI

A,

BURHANU

DDIN



DiundangkandiJakarta

padatanggal10Desember2019
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